
Panduan Umum Pemenuhan 
Hak Penyandang Disabilitas 

Di Perguruan Tinggi

Penyandang disabilitas telah mendapatkan jaminan pengakuan 
yang kuat dengan disahkannya Konvensi Hak Penyandang 
Disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006, di 
mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang kemudian diikuti dengan 
legislasi domestik yaitu dengan disahkannya  Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu isu 
penting pemenuhan hak dalam UU tersebut adalah hak atas 
pendidikan di perguruan tinggi. Secara eksplisit, UU menyebutkan 
beberapa kewajiban perguruan tinggi, negeri dan swasta untuk 
berperan aktif melakukan pemenuhan dan pemajuan hak 
penyandang disabilitas. UU juga mengatur mengenai sanksi bagi 
Perguruan Tinggi yang “enggan” memenuhi hak-hak tersebut. 
Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian Pusham UII, mayoritas 
Perguruan Tinggi di Yogyakarta belum memenuhi standar yang 
diatur di dalam UU tersebut.

Merespon hasil penelitian itu, maka Pusham UII menginisiasi untuk 
membuat buku kecil sederhana, mengenai pedoman pemenuhan 
hak penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi. Buku ini berisi 
pedoman singkat bagi Perguruan Tinggi, dalam upaya menjadi 
Perguruan Tinggi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik 
dari aspek fisik maupun non fisik.
Sebagai buku kecil, tentu penulis sangat menyadari berbagai 
keterbatasan substansi, oleh karena itu, tulisan mendatang yang 
lebih lengkap dan aktual tentu saja sangat diharapkan. Akhirnya, 
semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan 
menjadi ladang ibadah penulis.

Penyusun

Eko Riyadi

Despan Heryansyah
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KATA PENGANTAR

Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) 
mengalami perkembangan signifikan. 

Pada masa awal, fokus perbincangannya 
terletak pada kerangka kewajiban makro 
pemerintah suatu negara untuk melindungi, 
menghormati, dan memenuhi hak sipil politik 
dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini, 
fokusnya terletak pada hak-hak manusianya 
sendiri seperti hak perempuan, hak anak, 
imigran, dan penyandang disabilitas.



vi     PANDUAN UMUM

Penyandang disabilitas telah mendapatkan 
jaminan pengakuan yang kuat dengan 
disahkannya Konvensi Hak Penyandang 
Disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
pada tahun 2006, di mana pemerintah 
Indonesia telah meratifikasinya dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang 
kemudian diikuti dengan legislasi domestik 
yaitu dengan disahkannya  Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. Konvensi dan undang-undang 
ini memerintahkan perubahan serius tentang 
paradigma dan model pemberdayaan 
penyandang disabilitas agar mereka dapat 
hidup secara setara dengan orang tanpa 
disabilitas. Paradigma kerusakan dan 
kecacatan harus diubah menjadi paradigma 
manusia utuh dengan martabat yang setara. 
Pemberdayaan dengan model belas kasih 
(charity based) harus pula diubah menjadi 
pemberdayaan mandiri yang inklusif.

Terdapat perlbagai kategori hak yang 
diatur pada undang-undang tersebut, salah 
satunya adalah hak atas pendidikan. Terkait hal 
ini, lembaga pendidikan, termasuk perguruan 
tinggi, dibebani kewajiban untuk menyediakan 
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akses yang setara bagi penyandang disabilitas. 
Untuk itu, Pusat Studi Hak Asasi Manusia 
(PUSHAM) Universitas Islam Indonesia telah 
melakukan penelitian tentang bagaimana 
perguruan tinggi di Yogyakarta dalam 
menyediakan layanan bagi penyandang 
disabilitas.

Hasil penelitian secara umum 
menunjukkan bahwa ada kampus yang 
sudah menjadikan isu disabilitas masuk dan 
terintegrasi dengan kebijakan kampus. Oleh 
karena itu, sudah mulai melakukan perbaikan 
fasilitas fisik, pemberian pelatihan kepada 
civitas akademika kampus, hingga penyediaan 
berbagai akomodasi lain bagi penyandang 
disabilitas. Namun, sebagian besar kampus 
belum menjadikan isu disabilitas sebagai 
bagian dari kebijakan kampus, beberapa 
fasilitas memang sudah diperbaiki, hanya 
saja dilakukan secara sektoral dan gradual. Di 
luar itu, hasil penelitian juga menunjukkan 
hampir disemua kampus beberapa perbaikan 
sarana prasarana dilakukan namun tidak 
menggunakan standar desain (desain 
universal), sehingga juga tidak bisa digunakan 
oleh penyandang disabilitas.
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Merespon hasil penelitian itu, maka 
Pusham UII menginisiasi untuk membuat 
buku kecil sederhana, mengenai pedoman 
pemenuhan hak penyandang disabilitas di 
Perguruan Tinggi. Buku ini secara singkat 
berisi pedoman singkat bagi Perguruan Tinggi, 
dalam upaya menjadi Perguruan Tinggi yang 
aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik 
dari aspek fisik maupun non fisik.

Sebagai buku kecil, tentu penulis sangat 
menyadari berbagai keterbatasan substansi, 
oleh karena itu, tulisan mendatang yang 
lebih lengkap dan aktual tentu saja sangat 
diharapkan. Akhirnya, semoga buku pedoman 
ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan 
menjadi ladang ibadah penulis.

                  Yogyakarta, 22 Desember 2019

                                                             Penulis
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a. tanggung jawab 
pemenuhan ham

Negara Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menghormati dan menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia. 
Pernghormatan atas harkat dan martabat 
manusia adalah inti ajaran hak asasi manusia. 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia. Ia 
bersifat universal, tak terbagi (indivisible), 
saling bergantung (interdependent), saling 
terkait (interreatated), setara (equal), tidak 
dapat didiskriminasi (non discrimination), 
terkait dengan martabat manusia (dignity) dan 
pemenuhannya merupakan tanggungjawab 
negara (state responsibility).  

Dalam diskursus hak asasi manusia, 
terdapat beberapa kelompok manusia yang 
dalam menikmati hak-haknya seringkali 
terhambat oleh pelbagai situasi dan kondisi, 
yaitu kelompok rentan (vulnerable groups). 
Salah satu kelompok rentan yang saat ini 
sedang mendapatkan perhatian publik adalah 
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kelompok penyandang disabilitas (persons 
with disabilities). Penyandang disabilitas 
selama ini sering mengalami diskriminasi 
yang berlapis (multiple discrimination). 
Mereka mendapatkan diskriminasi pada aspek 
kesehatan, jaminan sosial, layanan publik dan 
juga pada aspek pendidikan. Diskriminasi 
itu terjadi karena ketentuan lama dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat menempatkan penyandang 
disabilitas sebagai orang cacat yang pemenuhan 
hak-haknya lebih didasarkan pada semangat 
belas kasihan (charity based).

Saat  ini, Pemerintah Indonesia telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi 
Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang diikuti 
dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Meskipun masih menyisakan sepenggal kritik, 
namun UU tersebut telah berusaha meletakkan 
prinsip penting bahwa penyandang disabilitas 
bukanlah orang yang menderita sakit yang 
butuh dikasihani. Undang-undang ini 
mengatur dengan cukup lengkap hak-hak 
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penyandang disabilitas yang harus dipenuhi 
oleh negara. Undang-Undang ini memberikan 
jaminan perlindungan dan pemenuhan semua 
kategori hak sipil politik dan hak ekonomi, 
sosial dan budaya. 

Undang-Undang memberikan   seperangkat 
aturan mengenai bagaimana  negara harus 
mengubah kebijakannya dan bagaimana 
masyarakat harus berperan serta  dalam rangka 
memenuhi hak penyandang disabilitas. Buku 
pedoman ini adalah upaya untuk mencoba 
memberikan secercah semangat dalam 
rangka pemenuhan hak atas pendidikan bagi 
penyandang disabilitas. 

Buku ini ditulis didasarkan pada hasil 
penelitian Pusat Studi Hak Asasi Manusia 
(PUSHAM) Universitas Islam Indonesia di 
6 (enam) kampus di Yogyakarta. Meskipun 
keberadaan hak yang diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 saling 
berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan 
secara parsial, namun masih-masing hak itu 
dijelaskan pada pasal yang berbeda-beda. 
Berikut ketentuan mengenai hak pendidikan 
penyandang disabilitas pada perguruan tinggi.
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Bagian keenam pada Pasal 10 mengatur 
tentang hak pendidikan. Terdapat 4 (empat) 
poin hak yang dimiliki oleh penyandang 
disabilitas pada semua tingkatan pendidikan, 
termasuk pendidikan tinggi, yaitu:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu 
pada satuan pendidikan di semua jenis, 
jalur, dan jenjang pendidikan secara 
inklusif dan khusus;

b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk 
menjadi pendidik atau tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan disemua jenis, 
jalur, dan jenjang pendidikan; 

c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai 
penyelenggara pendidikan yang bermutu 
pada satuan pendidikan di semua jenis, 
jalur, dan jenjang pendidikan; dan 

d. mendapatkan akomodasi yang layak 
sebagai peserta didik.

Secara sederhana, Pasal 10 UU No 8 
Tahun 2016 di atas mengatur mengenai 
hak mendapatkan pendidikan, hak menjadi 
pendidik, hak menjadi penyelenggara 
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pendidikan, dan hak mendapatkan akomodasi 
yang layak. Ketentuan yang cukup menarik 
adalah diadopsinya frasa inklusif dan 
akomodasi yang layak. Hal ini menjadi 
tanggung jawab dunia pendidikan untuk 
melakukan perbaikan lingkungan sosial 
pendidikan.

Ketentuan berikutnya diatur di dalam 
Pasal 42 ayat (3) sampai (8), yang pada intinya 
berbunyi:

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi 
wajib memfasilitasi pembentukan Unit 
Layanan Disabilitas.

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berfungsi:

a. Meningkatkan kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan di pendidikan 
tinggi dalam menangani peserta didik 
Penyandang Disabilitas;

b. mengoordinasikan setiap unit kerja 
yang ada di perguruan tinggi dalam 
Pemenuhan kebutuhan khusus peserta 
didik Penyandang Disabilitas;
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c. mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan Akomodasi yang Layak;

d. menyediakan layanan konseling kepada 
peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan deteksi dini bagi peserta 
didik yang terindikasi disabilitas;

f. merujuk peserta didik yang terindikasi 
disabilitas kepada dokter, psikolog, atau 
psikiater; dan

g. memberikan sosialisasi pemahaman 
disabilitas dan sistem pendidikan 
inklusif kepada pendidik, tenaga 
kependidikan, dan peserta didik.

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan dalam 
menangani peserta didik Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat(2) huruf adan ayat (4) huruf a 
dilakukan melalui program dan kegiatan 
tertentu.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
memfasilitasi pembentukan Unit Layanan 
Disabilitas di pendidikan tinggi.
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(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang 
tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas 
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan 
pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan 
pendidikan.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Beberapa Pasal di atas telah cukup jelas 
memberikan kewajiban kepada perguruan 
tinggi untuk menyediakan layanan yang 
memadai bagi penyandang disabilitas. 
Kewajiban tersebut diantaranya adalah 
menyediakan akomodasi yang layak serta 
pembentukan Unit Layanan Disabilitas. 
Selanjutnya, dalam Pasal 44 juga disinggung 
mengenai kurikulum, terutama bagi 
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penyelenggara pendidikan keguruan dengan 
ketentan bahwa, “Perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib 
memasukkan mata kuliah tentang pendidikan 
inklusif dalam kurikulum”.

b. kerangka umum

1. Panduan ini berisi kerangka ideal 
tentang layanan yang harus diberikan 
atau disediakan oleh pendidikan tinggi 
terhadap penyandang disabilitas. 

2. Panduan ini bersifat umum atas respon 
terhadap pelbagai hambatan yang 
dihadapi oleh penyandang disabilitas di 
perguruan tinggi. Pada pr aktiknya sangat 
mungkin ditemukan hambatan lain yang 
belum terakomodir, oleh karenanya setiap 
pihak dipersilahkan melakukan inovasi 
dan mencurahkan kreatifitas untuk 
memberikan layanan yang lebih baik.

3. Panduan ini bersifat normatif dan ideal. 
Perguruan tinggi diharapkan berusaha 
semaksimal mungkin agar norma ini 
dapat terpenuhi.
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4. Hambatan pada panduan ini dimaknai 
sebagai rintangan yang dihadapi 
penyandang disabilitas pada saat menjadi 
mahasiswa maupun civitas akademika 
lain, termasuk pengunjung universitas. 
Rintangan ini menjadi penghalang bagi 
terpenuhinya hak layanan secara adil.

5. Hambatan dibagi ke dalam dua kelompok, 
yaitu hambatan fisik dan hambatan non 
fisik.

6. Penyediaan atau perbaikan sarana 
prasarana mengikuti aksesibilitas dan 
standar universal (lihat Permen PUPR 
Nomor 14 Tahun 2017) 
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4.

  T
id

ak
 te

rs
ed

ia
 b

uk
u 

da
la

m
 b

en
tu

k 
br

ai
le.

5.
  T

id
ak

 te
rs

ed
ia

 
ko

m
pu

te
r d

en
ga

n 
ap

lik
as

i s
ua

ra

4.
  S

pa
ce

 an
ta

r r
ak

 b
uk

u 
di

bu
at

 le
ba

r u
nt

uk
 

m
em

ud
ah

ka
n 

pe
ng

gu
na

 
ku

rs
i r

od
a;

5.
  T

er
se

di
a b

uk
u 

de
ng

an
 

m
en

gg
un

ak
an

 h
ur

uf
 

br
ai

le;
6.

  K
om

pu
te

r d
en

ga
n 

ap
lik

as
i s

ua
ra

 (s
cr

ee
n 

re
ad

er
) d

an
 al

at
 sc

an
;

7.
  T

er
se

di
a b

uk
u 

da
la

m
 

be
nt

uk
 so

ft 
co

py
 y

an
g 

bi
da

 d
ia

ks
es

.
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Ru
an

ga
n 

se
rin

gk
al

i 
re

du
p,

 b
ah

ka
n 

ce
nd

er
un

g 
ge

lap

Pe
nc

ah
ay

aa
n 

ru
an

ga
n 

ha
ru

s 
cu

ku
p.

Pe
rp

us
ta

ka
an

 y
an

g 
tid

ak
 

ak
se

s b
ag

i p
en

ya
nd

an
g 

di
sa

bi
lit

as
:

1.
  L

et
ak

ny
a d

i l
an

ta
i 

at
as

 d
an

 ti
da

k 
m

em
ili

ki
 li

ft
2.

  T
id

ak
 ad

a p
et

un
ju

k 
ja

la
n

Pe
rp

us
ta

ka
an

 y
an

g 
ak

se
s 

ba
gi

 p
en

ya
nd

an
g 

di
sa

bi
lit

as
:

1.
  T

er
se

di
a l

itf
 d

an
 p

et
un

ju
k 

ar
ah

 ja
la

n
2.

  T
er

da
pa

t p
in

tu
 y

an
g 

ak
se

s b
ag

i p
en

ya
nd

an
g 

di
sa

bi
lit

as
3.

  T
er

da
pa

t p
ili

ha
n 

m
ej

a 
un

tu
k 

pe
ng

gu
na

 k
ur

si 
ro

da
;
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Ru
an

g 
ke

la
s s

ul
it 

di
 

ja
ng

ka
u 

da
n 

be
ra

da
 d

i 
la

nt
ai

 at
as

.

1.
  R

ua
ng

 k
ela

s d
ib

ua
t 

ak
se

sib
el

 ji
ka

 ti
da

k 
di

la
nt

ai
 sa

tu
 m

ak
a 

di
se

di
ak

an
 li

ft,
 m

ud
ah

 
di

ak
se

s s
er

ta
 d

ise
di

ak
an

 
gu

id
in

g b
lo

ck
, h

an
d 

ra
il,

 
ra

m
p,

 d
an

 p
et

un
ju

k 
in

fo
rm

as
i.

2.
  S

et
tin

g r
ua

ng
 k

ela
s d

ib
ua

t 
m

em
ud

ah
ka

n 
pe

ng
gu

na
 

ku
rs

i r
od

a u
nt

uk
 

m
ob

ili
ta

s.
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3.
  S

et
tin

g r
ua

ng
 k

ela
s 

di
bu

at
 m

em
ud

ah
ka

n 
pe

ny
an

da
ng

 d
isa

bi
lit

as
 

ne
tr

a, 
m

isa
l m

en
ja

uh
ka

n 
ba

ra
ng

 y
an

g 
m

ud
ah

 
pe

ca
h.

Te
m

pa
t p

ar
ki

r t
id

ak
 

ak
se

sib
el:

1.
  L

ok
as

in
ya

 ja
uh

 d
ar

i 
ge

du
ng

2.
  A

ks
es

 ja
la

n 
tid

ak
 

ak
se

sib
el

D
ise

di
ak

an
 lo

ka
si 

pa
rk

ir 
ya

ng
 ak

se
sib

el:
1.

  L
et

ak
ny

a t
id

ak
 te

rla
lu

 
ja

uh
 d

ar
i g

ed
un

g
2.

  D
ise

di
ak

an
 gu

id
in

g 
bl

oc
k,

 h
an

d 
ra

il,
 ra

m
p, 

da
n 

pe
tu

nj
uk

 in
fo

rm
as

i 
m

en
uj

u 
ge

du
ng
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Ja
la

n/
ko

rid
or

 y
an

g 
tid

ak
 

ak
se

sib
el

Ja
la

n/
ko

rid
or

 an
ta

r r
ua

ng
 

da
n 

an
ta

r g
ed

un
g 

di
bu

at
 

ra
ta

 (t
id

ak
 ad

a p
er

be
da

an
 

ke
tin

gg
ia

n 
la

nt
ai

). 
D

ile
ng

ka
pi

 d
en

ga
n 

ha
nd

 
ra

il,
 ra

m
p,

 in
fo

rm
as

i, 
da

n 
gu

id
in

g b
lo

ck
, u

nt
uk

 
m

en
ga

ks
es

 se
lu

ru
h 

ba
gi

an
 

ge
du

ng
, s

et
id

ak
ny

a r
ua

ng
 

ak
ad

em
ik

, T
U,

 lo
ke

t d
aft

ar
 

ul
an

g/
pe

nd
aft

ar
an

, r
ua

ng
 

de
ka

n,
 d

an
 la

in
 se

ba
ga

in
ya

.
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h.
  D

ise
di

ak
an

 to
m

bo
l 

pe
nc

ah
ay

aa
n 

da
ru

ra
t 

(e
m

er
ge

nc
y l

ig
ht

 b
ut

to
n)

, 
bi

la
 se

w
ak

tu
-w

ak
tu

 
lis

tr
ik

 p
ad

am
.

i. 
  K

et
in

gg
ia

n 
 w

as
ta

fe
l  

da
n 

pe
ng

er
in

g 
ta

ng
an

 ad
al

ah
 

75
 cm

.
j. 

  L
an

ta
i t

id
ak

 li
ci

n 
de

ng
an

 
te

ks
tu

r l
an

ta
i y

an
g 

ak
se

s.
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Ti
da

k 
te

rs
ed

ia
 gu

id
in

g 
bl

oc
k.

D
ise

di
ak

an
 gu

id
in

g b
lo

ck
 

(u
bi

n 
pe

m
an

du
)  

an
ta

r 
ge

du
ng

 d
an

 an
ta

r r
ua

ng
an

 
(li

ha
t P

er
at

ur
an

 M
en

te
ri 

PU
PR

 N
om

or
 1

4 
Ta

hu
n 

20
17

 te
nt

an
g 

Pe
rs

ya
ra

ta
n 

Ke
m

ud
ah

an
 B

an
gu

na
n 

G
ed

un
g)

. G
ui

di
ng

 b
lo

ck
  

id
ea

ln
ya

 su
da

h 
te

rs
ed

ia
 

se
ja

k 
da

ri 
pa

rk
ira

n 
da

n 
m

en
gh

ub
un

gk
an

 se
lu

ru
h 

te
m

pa
t y

an
g 

ak
an

 d
ia

ks
es

 
ba

gi
 p

en
ya

nd
an

g 
di

sa
bi

lit
as

, 
te

ru
ta

m
a l

ok
et

 p
en

da
fta

ra
n 

da
n 

ru
an

g 
ke

la
s
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A
nt

ar
 g

ed
un

g 
tid

ak
 

sa
lin

g 
te

rh
ub

un
g.

D
ise

di
ak

an
 fa

sil
ita

s 
pe

ng
hu

bu
ng

 an
ta

r g
ed

un
g 

ya
ng

 b
isa

 d
ip

er
gu

na
ka

n 
ol

eh
 p

en
ya

nd
an

g 
di

sa
bi

lit
as

. 
St

an
da

r m
in

im
al

ny
a a

da
la

h 
: 1.

  T
er

se
di

a g
ui

di
ng

 b
lo

ck
;

2.
  R

am
p 

(b
id

an
g 

m
iri

ng
) 

da
n 

ha
nd

 ra
il 

da
la

m
 

se
m

ua
 u

nd
ak

an
; 

3.
  P

ap
an

 in
fo

rm
as

i a
ga

r 
m

em
ud

ah
ka

n 
di

sa
bi

lit
as

 
tu

li 
da

n 
bi

su
; d

an
4.

  L
an

ta
i t

id
ak

 li
ci

n.
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c. 
 U

ku
ra

n 
ru

an
g 

m
in

im
al

 
15

2 
cm

 x
 2

27
 cm

 ag
ar

 
ku

rs
i r

od
a b

isa
 b

er
ge

ra
k.

 
d.

  D
ise

di
ak

an
 p

eg
an

ga
n 

ra
m

ba
t (

ha
nd

 ra
il)

. 
e. 

 T
oi

le
t d

ud
uk

.
f. 

  T
id

ak
 ad

a p
er

be
da

an
 

ke
tin

gg
ia

n 
an

ta
ra

 la
nt

ai
 

di
 lu

ar
 to

ile
t d

en
ga

n 
la

nt
ai

 d
al

am
 to

ile
t.

g.
  T

om
bo

l e
m

er
ge

nc
y 

di
le

ta
kk

an
 p

ad
a t

em
pa

t 
ya

ng
 m

ud
ah

 d
ic

ap
ai

, 
se

pe
rt

i d
ise

ki
ta

r c
lo

se
d.
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c. 
 S

et
tin

g r
ua

ng
 tu

ng
gu

 
di

bu
at

 m
em

ud
ah

ka
n 

pe
ng

gu
na

 k
ur

si 
ro

da
 

un
tu

k 
m

ob
ili

ta
s.

d.
  D

ise
di

ak
an

 k
ur

si 
ya

ng
 

ak
se

s b
ag

i l
itt

le 
pe

op
le

Ka
m

ar
 k

ec
il 

(to
ile

t) 
tid

ak
 ak

se
sib

el,
 b

ai
k 

un
tu

k 
ci

vi
ta

s a
ka

de
m

ik
a 

m
au

pu
n 

pe
ng

un
ju

ng
/

ta
m

u.

To
ile

t a
ks

es
ib

el 
de

ng
an

 
ke

te
nt

ua
n 

:
a. 

 T
oi

le
t d

ile
ng

ka
pi

 d
en

ga
n 

pe
na

nd
a y

an
g 

je
la

s d
an

 
in

fo
rm

at
if.

b.
  P

in
tu

 g
es

er
 d

en
ga

n 
le

ba
r 

90
 cm

,  
le

ng
ka

p 
de

ng
an

 
ku

nc
in

ya
.
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ke
em

pa
t f

as
ili

ta
s t

er
se

bu
t, 

ju
ga

 m
en

gh
ub

un
gk

an
 

se
m

ua
 b

ag
ia

n 
ge

du
ng

 y
an

g 
bi

as
a d

ia
ks

es
 o

le
h 

ci
vi

ta
s 

ak
ad

em
ik

a d
an

 p
en

gu
nj

un
g,

 
(m

isa
l: 

m
en

uj
u 

to
ile

t, 
da

pu
r, 

m
as

jid
, t

em
pa

t o
la

hr
ag

a, 
pe

lay
an

an
 k

es
eh

at
an

, 
pe

rp
us

ta
ka

an
, d

an
 la

in
 

se
ba

ga
in

ya
).
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Lo
ke

r p
en

iti
pa

n 
ba

ra
ng

 
te

rla
lu

 ti
ng

gi
, b

ai
k 

di
 

pe
rp

us
ta

ka
an

, m
as

jid
, 

ru
an

g 
ga

nt
i, 

da
n 

la
in

 
se

ba
ga

in
ya

.

a. 
  D

ise
di

ak
an

 lo
ke

r 
ya

ng
 ak

se
sib

el 
ba

gi
 

pe
ny

an
da

ng
 d

isa
bi

lit
as

, 
ba

gi
 m

er
ek

a t
in

gg
i l

ok
er

 
m

ak
sim

al
 7

5 
cm

.
b.

  L
ok

as
in

ya
 ti

da
k 

te
rla

lu
 

se
m

pi
t s

eh
in

gg
a d

ap
at

 
di

gu
na

ka
n 

pe
ng

gu
na

 
ku

rs
i r

od
a.
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Se
tti

ng
 ru

an
g 

ru
an

g 
tu

ng
gu

, s
er

in
gk

al
i 

di
le

ng
ka

pi
 d

en
ga

n 
ku

rs
i 

pa
nj

an
g 

da
n 

se
m

pi
t.

a. 
 R

ua
ng

  r
ua

ng
 

tu
ng

gu
 d

ia
tu

r u
nt

uk
 

m
em

ud
ah

ka
n 

pe
ny

an
da

ng
 d

isa
bi

lit
as

 
be

rg
er

ak
.

b.
  R

ua
ng

 tu
ng

gu
 d

ile
ng

ka
pi

  
in

fr
as

tr
uk

tu
r d

an
 

in
fo

rm
as

i y
an

g 
ak

se
sib

el 
(s

ec
ar

a  
vi

su
al

 d
an

 au
di

o)
 

se
hi

ng
ga

 d
isa

bi
lit

as
 tu

li 
da

n 
bi

su
 d

en
ga

n 
m

ud
ah

 
da

pa
t m

em
ah

am
i s

em
ua

 
ta

ha
pa

n 
pr

os
es

.
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